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ABSTRAK

Nopita, Mariska Anggi 2026, NIT 592211318396 K. “Analisis Tanggung Jawab
Hukum PT Pupuk Indonesia Logistik dalam Insiden MT Salmon Mustafa di
Pelabuhan Gresik”. Skripsi. Program Diploma IV, Program Studi Tata
Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan, Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang, Pembimbing I: Okvita Wahyuni, S.ST., M.M., Pembimbing II:
Indira Ari Putri, S.ST.Pel., M.T.

Peran transportasi laut sangat penting dalam mendukung sistem
logistik nasional Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga
penyelenggaraan pelayaran harus dilakukan secara aman dan bertanggung
jawab. Namun meskipun telah diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, insiden di kawasan
pelabuhan masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan kerugian serta
konsekuensi hukum bagi perusahaan pelayaran. Penelitian ini mengkaji
kejadian benturan MT Salmon Mustafa milik PT Pupuk Indonesia Logistik
(PILOG) dengan Jetty Dolphin International Bulk Liquid (IBL) di Pelabuhan
Gresik pada tanggal 31 Maret 2025, yang menimbulkan permasalahan
mengenai tanggung jawab hukum pengangkut. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PILOG serta penerapan
mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku
Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data
primer dan data sekunder dengan melakukan wawancara, observasi,
dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui tahapan
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji
keabsahannya menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini dilaksanakan
pada saat kegiatan praktik kerja lapangan yang berlangsung pada Februari
2025 hingga Juni 2025 dan dilanjutkan pada tahap penyusunan skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG)
tetap memiliki tanggung jawab hukum atas kejadian tersebut yang
dilaksanakan melalui langkah-langkah penanganan operasional dan
koordinasi dengan pihak terkait. Pembatasan tanggung jawab dilakukan
sesuai mekanisme hukum maritim tanpa menghapus kewajiban, serta
perusahaan telah memenuhi kewajibannya sebagai pengangkut melalui
prinsip due diligence dan menyediakan standar keselamatan pelayaran.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pengangkut, Insiden Pelayaran, Hukum
Maritim
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ABSTRACT

Nopita, Mariska Anggi 2026, NIT 592211318396 K. “Analysis of the Legal
Liability of PT Pupuk Indonesia Logistik in the MT Salmon Mustafa Incident
at Gresik Port”. Thesis. Diploma IV Program, Port and Shipping Study

Program, Semarang Merchant Marine Polytechnic Semarang, Supervisor:
Okvita Wahyuni, S.ST.,M.M., Supervisor 1I: Indira Ari Putri, S.ST.Pel., M.T.

The role of maritime transportation is crucial in supporting
Indonesia’s national logistics system as an archipelagic country; therefore,
shipping operations must be conducted in a safe and responsible manner.
However, despite being regulated under Articles 40 and 41 of Act No. 17 of
2008 on Shipping, incidents in port areas continue to occur and have the
potential to cause losses as well as legal consequences for shipping companies.
This study examines the collision incident involving MT Salmon Mustafa,
owned by PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG), and the Dolphin Jetty of
International Bulk Liquid (IBL) at Gresik Port on March 31, 2025, which
raised issues regarding the legal liability of the carrier. Therefore, this study
aims to analyze the legal responsibility of PILOG and the implementation of
liability mechanisms in accordance with applicable Indonesian law.

This study employs a qualitative method with a descriPTive approach.
The data sources consist of primary and secondary data obtained through
interviews, observations, documentation, and literature review. Data analysis
is conducted through the stages of data reduction, data presentation, and
conclusion drawing, and is validated using triangulation techniques. This
research was carried out during a fieldwork internship conducted from
February 2025 to June 2025 and continued during the thesis preparation stage.

The results of this study indicate that PT Pupuk Indonesia Logistik
(PILOG) remains legally responsible for the incident, which is carried out
through operational handling measures and coordination with related parties.
The limitation of liability is implemented in accordance with maritime legal
mechanisms without eliminating obligations, and the company has fulfilled
its responsibilities as a carrier through the application of the due diligence
principle and the provision of maritime safety standards.

Keywords: Carrier Liability, Shipping Incidents, Maritime Law.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut,
Indonesia memandang sektor pelayaran sebagai bagian penting dalam
mendukung sistem logistik nasional. Transportasi laut memegang peranan
utama dalam menjaga kelancaran distribusi barang antar wilayah serta
menunjang aktivitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, aspek keselamatan
pelayaran menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam setiap kegiatan
pengangkutan laut. Pemenuhan standar keselamatan, kelaiklautan kapal,
kesiapan fasilitas pelabuhan perlu dijaga secara konsisten guna meminimalkan
terjadinya insiden pelayaran. Apabila aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi,
insiden pelayaran berpotensi mengganggu kelancaran distribusi dan
menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak.

Dalam ketentuan hukum, tanggung jawab pengangkut diatur dalam
Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran yang menegaskan bahwa perusahaan angkutan laut bertanggung
jawab terhadap keselamatan penumpang dan/atau barang yang diangkut serta
berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul selama proses
pengangkutan. Selain itu, ketentuan mengenai keselamatan pelayaran juga
diatur dalam Pasal 117 dan Pasal 118 yang mewajibkan kapal memenuhi
persyaratan keselamatan serta kelaiklautan. Selanjutnya, Pasal 134

menegaskan kewajiban perusahaan angkutan laut untuk menerapkan sistem



manajemen keselamatan dalam kegiatan pelayaran. Namun demikian,
meskipun ketentuan hukum telah mengatur kewajiban pengangkut secara jelas,
dalam praktiknya insiden pelayaran di kawasan pelabuhan masih sering terjadi.
Kondisi ini dipengaruhi oleh kepadatan aktivitas kapal dan kondisi perairan
yang dinamis. Insiden pelayaran yang terjadi di kawasan pelabuhan tidak hanya
berdampak pada kelancaran operasional, tetapi juga menimbulkan dampak
praktis bagi perusahaan pelayaran berupa kewajiban administratif, risiko
pertanggungjawaban hukum, serta beban biaya pemeriksaan dan tindak lanjut
pasca insiden.

Salah satu insiden pelayaran yang terjadi di kawasan pelabuhan adalah
benturan MT Salmon Mustafa milik PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG)
dengan Jetty Dolphin International Bulk Liquid (IBL) di Pelabuhan Gresik
pada 31 Maret 2025. Insiden tersebut terjadi saat kapal melakukan manuver di
area pelabuhan dan mengalami kendala akibat pengaruh arus, sehingga
menabrak fasilitas pelabuhan. Meskipun insiden ini tidak menimbulkan korban
jiwa dan hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya kerusakan struktural
yang signifikan, insiden tersebut tetap memerlukan penanganan serius. Hal ini
disebabkan insiden pelayaran di kawasan pelabuhan berkaitan langsung
dengan keselamatan pelayaran dan potensi kerugian terhadap fasilitas
pelabuhan. Oleh karena itu, insiden tersebut tidak dapat dipandang sebatas
persoalan teknis operasional.

Insiden benturan MT Salmon Mustafa dan Jerfy IBL di Gresik

menimbulkan kewajiban bagi PILOG sebagai pengangkut untuk melaksanakan



prosedur pelaporan, pemeriksaan, tindak lanjut sesuai ketentuan hukum
pelayaran. Selain itu, insiden ini juga memunculkan persoalan mengenai sejauh
mana tanggung jawab hukum pengangkut dalam kerangka hukum perdata
maritim. Dalam konteks ini, perusahaan pelayaran dituntut untuk menunjukkan
bahwa seluruh kewajiban keselamatan telah dipenuhi dan tidak terdapat
kelalaian dalam kegiatan pelayaran. Persoalan ini juga berkaitan dengan
kemungkinan penerapan mekanisme pembatasan tanggung jawab sesuai
ketentuan hukum pelayaran yang berlaku. Dengan demikian, insiden ini
menjadi relevan untuk dikaji dari sudut pandang tanggung jawab hukum
pengangkut.

Dalam perspektif hukum pelayaran, insiden yang menimbulkan
kerugian terhadap pihak lain menempatkan perusahaan pelayaran dalam
hubungan hukum keperdataan. Hubungan hukum tersebut berada dalam
kerangka hukum maritim privat yang menekankan kewajiban due diligence
dan pertanggungjawaban atas risiko pelayaran. Tanggung jawab pengangkut
dalam hukum maritim privat tidak hanya dinilai dari adanya kerugian yang
timbul, tetapi juga dari kemampuan pengangkut membuktikan bahwa seluruh
prosedur keselamatan telah dilaksanakan secara wajar dan sesuai standar
pelayaran (Hatta dkk., 2021). Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban
keselamatan menjadi faktor penting dalam menentukan tanggung jawab hukum
pengangkut. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan dan
pertanggungjawaban hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dalam kegiatan pelayaran.



Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab pengangkut atas insiden
pelayaran tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran, tetapi juga berkaitan dengan ketentuan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta prinsip perbuatan melawan
hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, insiden
pelayaran yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, termasuk
kerusakan fasilitas pelabuhan, berpotensi menimbulkan tanggung jawab
keperdataan yang perlu dianalisis dalam kerangka hukum maritim privat.

Berdasarkan uraian tersebut, insiden benturan MT Salmon Mustafa
dengan Jetty Dolphin IBL menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui
sejauh mana PILOG memenuhi tanggung jawab hukumnya sebagai
pengangkut serta bagaimana mekanisme pembatasan tanggung jawab
diterapkan dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat
judul “Analisis Tanggung Jawab Hukum PT Pupuk Indonesia Logistik
dalam Insiden MT Salmon Mustafa di Pelabuhan Gresik”.

Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis tanggung jawab hukum PT Pupuk
Indonesia Logistik (PILOG) sebagai pengangkut dalam insiden benturan MT
Salmon Mustafa dengan Jetty Dolphin IBL di Pelabuhan Gresik. Fokus
penelitian ini terletak pada pelaksanaan kewajiban pengangkut, khususnya
yang berkaitan dengan ketentuan keselamatan pelayaran dan tanggung jawab
perusahaan angkutan laut dalam penerapan tanggung jawab pengangkut dalam

penanganan insiden pelayaran.



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diatas, diperlukan perumusan
masalah agar penelitian ini memiliki arah pembahasan yang jelas dan
sistematis. Berikut rumusan masalah oleh peneliti:
1. Bagaimana tanggung jawab (hukum) PT Pupuk Indonesia Logistik dalam
insiden MT Salmon Mustafa?
2. Bagaimana mekanisme pembatasan tanggung jawab yang diterapkan oleh
PT Pupuk Indonesia Logistik dalam insiden MT Salmon Mustafa?
3. Apa saja yang harus dipenuhi PT Pupuk Indonesia Logistik sebagai
pengangkut dalam kejadian tersebut?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan
sebagai berikut:
1. Mengetahui tanggung jawab (hukum) PT Pupuk Indonesia Logistik dalam
insiden MT Salmon Mustafa.
2. Mengetahui pembatasan tanggung jawab yang diterapkan oleh PT Pupuk
Indonesia Logistik dalam insiden MT Salmon Mustafa.
3. Mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi PT Pupuk
Indonesia Logistik sebagai pengangkut dalam kejadian tersebut.
E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi
pertimbangan acuan bagi pihak yang membutuhkan. Berikut manfaat dari

penelitian ini:



Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pelayaran
dan hukum maritim privat terkait tanggung jawab hukum pengangkut
dalam insiden pelayaran. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi referensi akademik bagi taruna, dosen, dan pembaca di
lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dalam memahami
penerapan tanggung jawab hukum pengangkut terhadap kerusakan
fasilitas pelabuhan akibat insiden pelayaran. Penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi bahan kajian dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan keselamatan pelayaran, tanggung jawab pengangkut,

serta perlindungan fasilitas pelabuhan dalam kegiatan pelayaran.

. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan
masukan bagi PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dalam meningkatkan
penerapan prosedur keselamatan pelayaran, strategi mitigasi risiko, serta
kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan operasional dalam kegiatan
pengangkutan laut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi pengelola fasilitas pelabuhan, khususnya Jetty IBL, sebagai
bahan evaluasi dalam meningkatkan pengawasan, koordinasi operasional,
dan upaya pencegahan terhadap insiden pelayaran yang berpotensi

menimbulkan kerusakan fasilitas pelabuhan.



Bagi regulator dan otoritas pelabuhan, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan pengawasan keselamatan
pelayaran, pemanduan kapal, serta penegakan ketentuan operasional di
kawasan pelabuhan. Sementara itu, bagi taruna dan pembaca di lingkungan
Politeknik I[lmu Pelayaran (PIP) Semarang, penelitian ini diharapkan dapat
menambah wawasan dan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum
pengangkut, keselamatan pelayaran, serta penanganan insiden pelayaran

dalam praktik kegiatan maritim.
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KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

Deskripsi teori dalam bab ini merupakan proses penjelasan secara
sistematis dan mendalam terhadap konsep yang relevan dengan bidang hukum
maritim. Sumber deskripsi teori dapat berasal dari buku, peraturan perundang-
undangan, literatur akademik, hasil peneitian sebelumnya oleh para ahli dan
pakar terkait. Deskripsi teori ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat
menjadi landasan analisis. Sebagai dasar teori, pemahaman analisis tanggung
jawab PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dalam insiden MT Salmon
Mustafa di Pelabuhan Gresik, peneliti menggunakan berbagai artikel, literatur,
dan sumber relevan lainnya untuk menjelaskan teori-teori yang mendukung

pembahasan tersebut.

1. Konsep Dasar Pelayaran dan Pengangkutan Laut
Pelayaran merupakan bagian sistem transportasi nasional yang
memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas barang dan
penumpang serta menunjang perekonomian. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 angka 1,
pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di
perairan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan

lingkungan maritim. Hal ini menunjukkan bahwa pelayaran bukan hanya



pengoperasian kapal semata, tetapi juga mencakup aspek keselamatan dan
pengelolaan risiko dalam aktivitas pelayaran. Dengan demikian,
penyelenggaraan pelayaran harus dilaksanakan sesuai standar
keselamatan dan aturan hukum guna menjamin keamanan dan kelancaran
transportasi laut.

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, pelayaran berfungsi
sebagai sarana pengangkutan laut yaitu proses pemindahan barang
dan/atau penumpang dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya melalui
jalur laut. Pengangkutan laut dalam praktik perdagangan maritim
didasarkan pada suatu perjanjian antara pengangkut dan pemilik barang
yang melahirkan hubungan hukum di antara para pihak. Hubungan hukum
ini melahirkan kapal yang laiklaut (seaworthiness) serta menjamin
keselamatan barang selama proses pengangkutan.

Dalam kegiatan perdagangan maritim, hubungan antara pengangkut
dan pemilik barang diatur oleh norma-norma hukum yang menekankan
adanya kewajiban pengangkut untuk menyediakan kapal yang laik laut
serta bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan barang selama
pengangkutan (Herwantono, 2023). Secara normatif, dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 40, menegaskan
bahwa perusahaan angkutan laut bertanggung jawab atas keselamatan dan
keamanan penumpang dan barang yang diangkut. Selanjutnya, Pasal 41
mengatur bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang

timbul akibat kematian atau luka penumpang, hilang atau rusaknya barang,
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serta keterlambatan pengangkutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa
tanggung jawab pengangkut bersifat luas dan mencakup berbagai bentuk
kerugian yang timbul selama proses pengangkutan berlangsung.

Aspek keselamatan pelayaran juga diperkuat melalui Pasal 117 yang
mewajibkan pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan
pelayaran, serta Pasal 118 yang menegaskan bahwa setiap kapal harus
memenuhi persyaratan kelaiklautan sebelum dioperasikan. Kelaiklautan
kapal merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan
atau insiden pelayaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai
pihak. Di samping hukum nasional, ketentuan mengenai pengangkutan
laut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),
khususnya yang mengatur tentang perjanjian pengangkutan dan tanggung
jawab pengangkut terhadap barang. Dalam KUHD, pengangkut pada
prinsipnya bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang
sejak barang diterima hingga diserahkan kepada pihak yang berhak,
kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi di luar
kesalahannya.

Dalam konteks hukum internasional, tanggung jawab pengangkut
juga diatur dalam konvensi seperti Hague Rules dan Hamburg Rules yang
menekankan prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap barang selama
berada dalam penguasaannya, serta kewajiban untuk melakukan due

diligence dalam menyediakan kapal yang laik laut (Yilmaz, 2021) . Prinsip
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ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum nasional yang mewajibkan
pengangkut untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengangkutan.

Dengan demikian, pengangkutan laut tidak hanya merupakan
kegiatan distribusi barang, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum
berupa tanggung jawab atas kerugian akibat kerusakan, kehilangan,
maupun keterlambatan selama barang berada dalam penguasaan
pengangkut. Dalam konteks penelitian ini, konsep dasar pelayaran dan
pengangkutan laut menjadi landasan teoritis untuk menganalisis tanggung
jawab hukum PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) sebagai pengangkut,
khususnya dalam insiden MT Salmon Mustafa di kawasan Pelabuhan
Gresik.
Keselamatan Pelayaran dan Kewajiban Pengangkut

Keselamatan  pelayaran merupakan unsur utama  dalam
penyelenggaraan kegiatan pelayaran yang bertujuan melindungi manusia,
kapal, barang, dan fasilitas pelabuhan dari risiko kecelakaan. Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menegaskan pentingnya
pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran melalui
pengoperasian kapal yang aman serta pemenuhan kelaiklautan kapal.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 yang menyatakan
bahwa perusahaan angkutan laut bertanggung jawab atas keselamatan
penumpang, barang yang diangkut, serta kerugian yang timbul selama

proses pengangkutan. Selain itu, Pasal 117 dan Pasal 118 mengatur bahwa
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setiap kapal yang beroperasi wajib memenuhi persyaratan keselamatan
dan kelaiklautan kapal sebagai upaya pencegahan kecelakaan pelayaran.
Dalam mendukung keselamatan pelayaran, penggunaan jasa pandu
menjadi bagian penting dalam kegiatan operasional kapal di wilayah
pelabuhan. Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran menjelaskan bahwa pemanduan merupakan kegiatan
membantu dan memberikan informasi kepada nahkoda mengenai kondisi
perairan setempat agar navigasi pelayaran dapat berlangsung dengan
selamat, tertib, dan lancar. Selanjutnya, Pasal 1 angka 49 menyatakan
bahwa perairan wajib pandu adalah wilayah perairan tertentu yang
mewajibkan kapal menggunakan jasa pandu, sedangkan Pasal 1 angka 50
menjelaskan bahwa pandu adalah pelaut yang memiliki keahlian nautika
dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal. Selain
itu, Pasal 198 ayat (1) menegaskan bahwa kapal yang berlayar di perairan
tertentu wajib menggunakan jasa pandu demi keselamatan dan keamanan
pelayaran. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemanduan memiliki
peran penting dalam membantu nahkoda melakukan manuver kapal secara
aman, khususnya saat keluar masuk pelabuhan dan proses sandar kapal.
Menurut Faridah & Fajarwati (2022) keselamatan pelayaran harus
diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar teknis kapal, prosedur
operasional pelayaran, serta pengawasan yang efektif dari otoritas
pelabuhan guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal. Kegagalan dalam

memenuhi standar keselamatan dapat menimbulkan kerugian tidak hanya
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terhadap kapal dan muatan, tetapi juga terhadap fasilitas pelabuhan seperti
dermaga, jetty, dan dolphin.

Dalam perspektif hukum pengangkutan, tanggung jawab pengangkut
ditegaskan dalam Pasal 468 KUHD yang mewajibkan pengangkut
menjaga keselamatan barang sejak dimulainya pengangkutan hingga
barang diserahkan kepada penerima. Ketentuan tersebut menunjukkan
bahwa tanggung jawab pengangkut melekat selama objek pengangkutan
berada dalam penguasaannya (Pratama et al., 2022). Hal ini menegaskan
bahwa pengangkutan laut tidak hanya merupakan kegiatan ekonomi,
tetapi juga kegiatan hukum yang tunduk pada prinsip pertanggungjawaban.

Selain itu, dalam hukum pengangkutan laut dikenal prinsip due
diligence, yaitu kewajiban pengangkut untuk bertindak hati-hati dan
mengambil langkah yang wajar dalam menjamin keselamatan kapal, awak
kapal, dan muatan. Prinsip ini mengharuskan pengangkut memastikan
kapal dalam kondisi laik laut, awak kapal memiliki kompetensi yang
memadai, serta seluruh prosedur operasional dilaksanakan sesuai standar
keselamatan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan menimbulkan
kerugian, maka pengangkut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum
atas kerugian yang terjadi, termasuk kerusakan terhadap fasilitas
pelabuhan.

Dengan demikian, keselamatan pelayaran memiliki keterkaitan erat
dengan tanggung jawab hukum pengangkut dalam kegiatan pengangkutan

laut. Pemenuhan standar keselamatan, kelaiklautan kapal, dan prosedur
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operasional pelayaran menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya
insiden pelayaran yang dapat merugikan pihak lain maupun merusak
fasilitas pelabuhan.
. Insiden Pelayaran

Insiden pelayaran merupakan suatu peristiwa atau kecelakaan yang
terjadi dalam kegiatan pelayaran yang dapat mengakibatkan kerugian
terhadap manusia, kapal, muatan, maupun fasilitas pelabuhan. Insiden
pelayaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan
manusia (human error), kondisi teknis kapal, cuaca, kesalahan navigasi,
maupun kelalaian dalam penerapan prosedur keselamatan pelayaran.
Menurut (Mursidi et al., 2023) keselamatan pelayaran dipengaruhi oleh
kepatuhan terhadap standar operasional, kompetensi awak kapal, kondisi
kapal, serta pengawasan dari otoritas pelabuhan. Ketidakpatuhan terhadap
aspek keselamatan tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya
kecelakaan atau insiden pelayaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
keselamatan dan keamanan pelayaran menjadi aspek utama dalam
penyelenggaraan transportasi laut. Pasal 1 angka 32 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa keselamatan
dan keamanan pelayaran adalah keadaan terpenuhinya persyaratan
keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan,
kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Selain itu, Pasal 245 mengatur

bahwa setiap kecelakaan kapal wajib dilakukan pemeriksaan untuk
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mengetahui sebab terjadinya kecelakaan serta menentukan ada atau
tidaknya kelalaian dalam pelaksanaan pelayaran.

Insiden pelayaran tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap kapal
dan muatan, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas
pelabuhan, seperti dermaga, jetty, dan dolphin, serta mengganggu kegiatan
operasional pelabuhan. Menurut Faridah & Fajarwati, (2022), penerapan
standar keselamatan pelayaran dan pengawasan operasional yang efektif
sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal di kawasan
pelabuhan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara
nahkoda, pandu, perusahaan pelayaran, dan otoritas pelabuhan dalam
melaksanakan kegiatan pelayaran secara aman.

Dalam perspektif hukum pengangkutan laut, insiden pelayaran dapat
menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pengangkut apabila kerugian
yang terjadi disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban
keselamatan pelayaran. Ketentuan mengenai tanggung jawab tersebut
diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan laut
bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang, barang yang
diangkut, serta kerugian pihak ketiga yang timbul selama kegiatan
pengangkutan laut berlangsung. Dengan demikian, insiden pelayaran
memiliki keterkaitan erat dengan aspek keselamatan pelayaran dan

tanggung jawab hukum pengangkut dalam kegiatan pelayaran.
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Klasifikasi Kapal

Kapal merupakan sarana utama dalam kegiatan pelayaran dan
pengangkutan laut yang berfungsi sebagai alat untuk memindahkan
barang dan/atau penumpang melalui jalur perairan. Berdasarkan Pasal 1
angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal Berbendera Indonesia, kapal adalah
kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan
tenaga angin, tenaga mekanik, atau energi lainnya, termasuk kendaraan di
bawah permukaan air dan bangunan terapung yang tidak berpindah-
pindah. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kapal merupakan sarana
transportasi laut yang harus memenuhi persyaratan keselamatan dan
kelaiklautan sebelum dioperasikan.

Dalam kegiatan pelayaran, kapal dapat diklasifikasikan
berdasarkan jenis muatan yang diangkut, seperti kapal barang umum
(general cargo ship), kapal peti kemas (container ship), kapal curah (bulk
carrier), kapal roll on-roll off (Ro-Ro), dan kapal tanker. Klasifikasi
tersebut penting karena setiap jenis kapal memiliki karakteristik
operasional dan tingkat risiko yang berbeda terhadap keselamatan
pelayaran maupun lingkungan pelabuhan (Herwantono, 2023). Oleh
karena itu, setiap kapal wajib memenuhi standar keselamatan dan prosedur
operasional sesuai dengan jenis serta karakteristik muatannya.

Kapal tanker merupakan kapal yang digunakan untuk mengangkut

muatan cair dalam jumlah besar, seperti minyak dan bahan kimia. Kapal
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jenis ini memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan kapal
barang umum karena berpotensi menimbulkan pencemaran, kebakaran,
maupun kerusakan fasilitas pelabuhan apabila terjadi kecelakaan atau
kesalahan operasional. Oleh karena itu, pengoperasian kapal tanker harus
dilakukan dengan penerapan standar keselamatan yang ketat, khususnya
pada saat proses sandar dan bongkar muat di pelabuhan (International
Maritime Organization, 2017).

Dalam konteks penelitian ini, MT Salmon Mustafa termasuk
dalam kategori kapal tanker yang mengangkut muatan cair. Karakteristik
kapal tanker yang memiliki risiko operasional tinggi menyebabkan
kegiatan pelayaran dan proses sandar kapal harus dilaksanakan sesuai
dengan prosedur keselamatan pelayaran dan ketentuan kepelabuhanan.
Dengan demikian, klasifikasi kapal dalam penelitian ini berkaitan dengan
tingkat risiko operasional kapal serta tanggung jawab hukum pengangkut
apabila terjadi insiden yang menimbulkan kerugian terhadap fasilitas
pelabuhan.

Pelabuhan dan Fasilitas Pelabuhan

Pelabuhan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem
transportasi laut dan kegiatan pelayaran. Secara hukum, pelabuhan
berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pemerintahan dan
pengusahaan yang berkaitan dengan kapal, penumpang, dan barang yang
diangkut melalui jalur laut. Secara normatif, berdasarkan Pasal 1 No 16

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
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pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,
naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan
antarmoda transportasi.

Dalam kajian akademik, pelabuhan juga dipahami sebagai simpul
utama dalam sistem logistik dan transportasi yang menghubungkan jalur
laut dengan moda transportasi darat maupun antar moda lainnya
(Ameliany et al., 2024). Oleh karena itu, pelabuhan sering disebut sebagai
gateway distribusi barang dan penumpang dalam perdagangan nasional
maupun internasional.

a. Fungsi Pelabuhan
Ditinjau dari aspek fisik, pelabuhan merupakan suatu kawasan
yang digunakan sebagai tempat untuk berlabuh dan bersandar guna
melakukan kegiatan naik dan turun penumpang maupun proses bongkar
muat barang.
Pelabuhan memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:
1) Sebagai tempat bersandar dan berlabuh kapal, baik untuk kegiatan

bongkar muat barang maupun naik turun penumpang.



2)

3)

4)
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Sebagai tempat penyelenggaraan jasa kepelabuhanan yang
mencakup layanan operasional kapal, cargo handling, dan fasilitas
penunjang lainnya.
Sebagai sarana perantara antara laut dan moda transportasi lainnya,
sehingga memperlancar arus barang dan orang antar wilayah.
Sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan logistik yang
mendukung pembangunan nasional.
Menurut United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD, 2005), pelabuhan memiliki peran strategis dalam
mendukung kelancaran arus barang dan perdagangan internasional
melalui integrasi sistem transportasi laut dan darat. Pelabuhan tidak
hanya berfungsi sebagai tempat sandar dan bongkar muat, tetapi
juga sebagai simpul utama dalam rantai logistik global yang
berpengaruh terhadap efisiensi distribusi barang dan konektivitas
perdagangan antar wilayah.
Klasifikasi Pelabuhan

Menurut Pelabuhan dapat diklasifikasikan berdasarkan
beberapa kriteria, antara lain berdasarkan penggunaannya yang
terdiri atas pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, berdasarkan
wilayah operasinya yaitu pelabuhan domestik dan pelabuhan
internasional, serta berdasarkan fungsi pelayanannya seperti

pelabuhan niaga, pelabuhan penumpang, dan pelabuhan industri.



20

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa setiap pelabuhan memiliki
karakteristik dan peran yang berbeda dalam sistem transportasi laut.

Menurut United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD, 2005), klasifikasi pelabuhan memiliki
peran penting dalam menentukan fungsi, struktur pelayanan, serta
integrasi pelabuhan dalam sistem logistik nasional maupun
internasional. Selain itu, klasifikasi pelabuhan juga berpengaruh
terhadap pengaturan operasional dan pengelolaan kegiatan
kepelabuhanan agar berjalan sesuai dengan standar pelayanan dan
sistem transportasi laut yang terintegrasi.
. Pengertian Fasilitas Pelabuhan

Fasilitas pelabuhan adalah semua sarana dan prasarana yang
tersedia di pelabuhan untuk menunjang kegiatan operasional
pelayaran, termasuk kegiatan bongkar muat, pelayanan kapal, serta
pelayanan penumpang dan barang. Fasilitas pelabuhan ini terdiri
atas fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

Secara umum, fasilitas pelabuhan bisa dibagi menjadi
beberapa kategori:
1) Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok adalah fasilitas dasar yang wajib ada dalam

sebuah pelabuhan, seperti dermaga, kolam pelabuhan, jalur

sandar, dan tempat bongkar muat barang. Tanpa fasilitas pokok,
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pelabuhan tidak dapat menjalankan fungsi utamanya dalam
pelayaran dan angkutan laut.
2) Fasilitas Fungsional
Fasilitas ini adalah fasilitas yang digunakan untuk
menunjangkegiatan operasional pelabuhan secara fungsional,
seperti gudang penyimpanan barang, terminal penumpang,
peralatan bongkar muat, fasilitas komunikasi dan navigasi,
serta fasilitas keselamatan pelayaran.
3) Fasilitas Pendukung
Fasilitas pendukung merupakan fasilitas tambahan yang
melengkapi pelabuhan agar operasional lebih efisien.
Contohnya termasuk fasilitas penanganan limbah kapal
(recePTion facilities), fasilitas transportasi darat (akses jalan
dan rel kereta), area pergudangan tambahan, serta sarana
komunikasi dan layanan teknis lain.
d. Peran Fasilitas dalam Keselamatan dan Operasional Pelabuhan
Fasilitas pelabuhan tidak hanya berperan dalam
mempercepat proses bongkar muat dan layanan kapal, tetapi juga
berperan penting dalam menjamin keselamatan pelayaran dan
operasional di kawasan pelabuhan. Fasilitas seperti dermaga, Jetty,
dolphin, serta instalasi navigasi membantu kapal dalam proses
berlabuh dan meninggalkan pelabuhan dengan aman. Peralatan

penegakan keselamatan dan sistem penerangan juga merupakan
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bagian fasilitas yang wajib ada sebagai penunjang keselamatan
pelayaran di sekitar pelabuhan.
. Terminal Khusus

Terminal khusus merupakan terminal yang dibangun dan
dioperasikan untuk menunjang kegiatan usaha tertentu serta tidak
diperuntukkan bagi pelayanan umum. Pengertian terminal khusus
secara normatif diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal
untuk Kepentingan Sendiri, terminal khusus berada di luar wilayah
kerja dan wilayah kepentingan pelabuhan umum, namun tetap
merupakan bagian dari sistem pelabuhan terdekat dan berfungsi
untuk melayani kepentingan sendiri sesuai bidang usaha
pemiliknya, seperti industri, energi, maupun distribusi tertentu.

Dalam konteks penelitian ini, /nternational Bulk Liquid (IBL)
di Pelabuhan Gresik merupakan terminal khusus yang digunakan
untuk kegiatan bongkar muat muatan curah cair (bulk liquid).
Sebagai terminal khusus, IBL tidak melayani kepentingan umum,
melainkan difokuskan pada pelayanan operasional tertentu sesuai
dengan bidang usahanya. Fasilitas yang tersedia pada terminal
khusus umumnya meliputi dermaga atau Jetty, dolphin, tangki
penampungan.

Terminal khusus tetap berada di bawah pengawasan otoritas

pelabuhan dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-
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undangan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan. Dengan
demikian, apabila terjadi insiden operasional yang melibatkan
fasilitas terminal, maka aspek tanggung jawab hukum akan
melibatkan pihak terkait sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
f. Implikasi Hukum atas Fasilitas Pelabuhan
Fasilitas pelabuhan merupakan bagian dari infrastruktur
penting dalam kegiatan kepelabuhanan yang dapat mengalami
kerusakan apabila terjadi insiden pelayaran. Kerusakan terhadap
fasilitas seperti Jetty dan dolphin berpotensi menimbulkan
konsekuensi hukum berupa tanggung jawab keperdataan, termasuk
kewajiban ganti rugi bagi pihak yang terbukti lalai atau bersalah
dalam operasional pelayaran. Oleh karena itu, fasilitas pelabuhan
memiliki kedudukan penting dalam analisis pertanggungjawaban
hukum dalam insiden pelayaran.
6. Tanggung Jawab Pengangkut
Menurut Muhammad Hatta et al. (2021), tanggung jawab
pengangkut merupakan kewajiban hukum yang timbul dari hubungan
hukum antara pelaku usaha pelayaran dengan pihak-pihak yang
berkepentingan dalam kegiatan pengangkutan laut, seperti pengirim
barang, penerima barang, dan pengelola pelabuhan. Hubungan hukum
tersebut lahir dari adanya perjanjian pengangkutan yang menimbulkan hak
dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam perjanjian tersebut,

pengangkut memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengangkutan
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secara aman serta menjamin keselamatan barang selama proses pelayaran
berlangsung.

Tanggung jawab pengangkut muncul karena kegiatan pelayaran
memiliki risiko yang dapat menimbulkan kerugian terhadap muatan, kapal,
maupun pihak lain. Oleh karena itu, pengangkut wajib bertanggung jawab
apabila terjadi kerugian akibat kelalaian, kesalahan, atau tidak
terpenuhinya kewajiban keselamatan dalam kegiatan pengangkutan laut
(Muhammad Hatta et al., 2021). Tanggung jawab tersebut bertujuan
memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat
kegiatan pelayaran.

Dalam hukum pelayaran di Indonesia, tanggung jawab pengangkut diatur
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal 40 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan
bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap
keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkut.
Selanjutnya, Pasal 41 ayat (1) mengatur bahwa tanggung jawab
perusahaan angkutan di perairan meliputi kematian atau luka penumpang,
musnah, hilang, atau rusaknya barang, keterlambatan angkutan, serta
kerugian pihak ketiga. Selain itu, Pasal 468 ayat (1) KUHD menyatakan
bahwa pengangkut wajib menjaga keselamatan barang sejak diterima

hingga diserahkan kepada penerima.
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Selain berdasarkan perjanjian pengangkutan, tanggung jawab
pengangkut juga dapat timbul karena adanya perbuatan melawan hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap pihak yang karena
kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada pihak lain
wajib memberikan ganti kerugian. Dengan demikian, pengangkut dapat
dimintai pertanggungjawaban apabila kegiatan pelayaran yang
dilaksanakan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, termasuk

kerusakan fasilitas pelabuhan.

. Hukum Maritim Privat

Menurut Muhammad Hatta et al., (2021), hukum maritim privat
merupakan bagian dari hukum maritim yang mengatur hubungan hukum
keperdataan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayaran dan
pengangkutan laut. Pihak-pihak tersebut meliputi perusahaan pelayaran,
pemilik kapal, pengirim barang, penerima barang, pengelola pelabuhan,
dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam kegiatan pelayaran.
Hubungan hukum tersebut umumnya lahir dari adanya perjanjian
pengangkutan laut yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-
masing pihak.

Hukum maritim privat berfungsi untuk memberikan kepastian
hukum dalam pelaksanaan kegiatan pelayaran dan pengangkutan laut.
Ruang lingkup hukum maritim privat mencakup perjanjian pengangkutan

laut, hak dan kewajiban para pihak, pengoperasian kapal, pengangkutan
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barang, serta penyelesaian sengketa yang timbul dalam kegiatan pelayaran.
Dengan adanya pengaturan tersebut, setiap pihak yang terlibat dalam
kegiatan pelayaran memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan
hak dan kewajibannya.

Di Indonesia, pengaturan hukum maritim privat terdapat dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam KUHD, ketentuan
mengenai pengangkutan laut diatur dalam Pasal 466 KUHD yang
menjelaskan bahwa pengangkutan merupakan perjanjian di mana
pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan
barang melalui laut. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran mengatur penyelenggaraan pelayaran,
keselamatan dan keamanan pelayaran, serta hak dan kewajiban perusahaan
angkutan laut dalam kegiatan pengangkutan di perairan Indonesia

Selain mengatur hubungan kontraktual dalam kegiatan pelayaran,
hukum maritim privat juga mengatur penyelesaian sengketa dan
pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kerugian akibat kegiatan
pelayaran. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum
bagi pihak yang dirugikan serta menjaga ketertiban dan kelancaran
kegiatan pelayaran dan pengangkutan laut.

. Pembatasan Tanggung Jawab dan Asuransi Pelayaran
Dalam hukum pelayaran, dikenal adanya prinsip pembatasan

tanggung jawab pengangkut yang bertujuan untuk memberikan batas



27

tertentu terhadap jumlah ganti rugi yang harus ditanggung oleh
pengangkut atas kerugian yang timbul akibat kegiatan pengangkutan laut.
Prinsip tersebut diterapkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi
pelaku usaha pelayaran dalam menjalankan kegiatan pengangkutan yang
memiliki risiko tinggi. Menurut Harto (2023), sistem tanggung jawab
pengangkut beserta pembatasannya tidak terlepas dari ketentuan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 468
KUHD, serta aturan-aturan dalam konosemen yang diterbitkan dalam
kegiatan pengangkutan laut. Namun demikian, pembatasan tanggung
jawab tidak dapat diterapkan apabila kerugian terjadi akibat kesengajaan
atau kelalaian berat dari pihak pengangkut.

Selain itu, sistem tanggung jawab pengangkut juga didukung oleh
mekanisme asuransi pelayaran. Asuransi ini berfungsi untuk menanggung
risiko kerugian akibat kecelakaan kapal, termasuk kerusakan terhadap
fasilitas pelabuhan. Salah satu bentuk asuransi yang umum digunakan
dalam industri pelayaran adalah Protection and Indemnity (P&I) yang
berperan dalam penyelesaian klaim kerugian akibat insiden pelayaran.
Dengan demikian, pembatasan tanggung jawab dan asuransi pelayaran
memiliki peran penting dalam menentukan mekanisme ganti rugi serta
penyelesaian klaim atas kerusakan fasilitas pelabuhan dalam kegiatan

pelayaran.
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B. Kerangka Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian merupakan peta konsep yang
menghubungkan berbagai konsep dan variabel secara logis untuk
menjelaskan fenomena yang diteliti. Menurut Heni L (2025), kerangka
berpikir berperan sebagai panduan sistematis yang membantu menyusun
langkah  metodologis  penelitian  secara  terstruktur, sehingga
meminimalkan kesalahan analisis dan memperkuat dasar akademik
penelitian.

Berdasarkan pemahaman tersebut, kerangka berpikir dalam
penelitian ini digunakan sebagai landasan konseptual untuk menelaah
secara sistematis hubungan antara insiden kapal, ketentuan hukum
pelayaran, dan tanggung jawab pihak pengangkut. Insiden MT Salmon
Mustafa menjadi titik awal analisis, yang kemudian dikaji berdasarkan
ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan ketentuan
tersebut, perusahaan pelayaran sebagai pengangkut diposisikan sebagai
subjek hukum yang memiliki kewajiban manjamin keselamatan pelayaran
dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul selama proses
pengangkutan berlangsung. Dengan demikian, kerangka berpikir ini
mengarahkan penelitian untuk menilai sejauh mana tanggung jawab PT
Pupuk Indonesia Logistik dalam insiden MT Salmon Mustafa di

Pelabuhan Gresik ditinjau dari perspektif hukum pelayaran yang berlaku.



Analisis Tanggung Jawab Hukum PT Pupuk Indonesia
Logistik dalam insiden MT Salmon Mustafa
di Pelabuhan Gresik

i

Bagaimana tanggung jawab (hukum) PT Pupuk
Indonesia Logistik dalam insiden MT Salmon Mustafa?
Bagaimana mekanisme pembatasan tanggung jawab
yang diterapkan oleh PT Pupuk Indonesia Logistik
dalam insiden MT Salmon Mustafa?

Apa saja yang harus dipenuhi PT Pupuk Indonesia
Logistik sebagai pengangkut dalam kejadian tersebut?

A 4

Metode Penelitian :
Kualitatif Deskriptif

y

Teknik Pengumpulan data:
1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

4. Studi Kepustakaan

1. Tanggung Jawab Hukum PT Pupuk Indonesia Logistik
sebagai pengangkut

Mekanisme Pembatasan Tanggung Jawab PT Pupuk
Indonesia Logistik

3. Kewajiban PT Pupuk Indonesia Logistik dalam insiden

MT Salmon Mustafa

Kesesuaian pertanggungjawaban dengan
ketentuan Hukum

Gambar 4. 1 Kerangka Penelitian
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BABYV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai insiden benturan
MT Salmon Mustafa dengan Jetty Dolphin IBL, maka dapat ditarik simpulan
sebagai berikut:
1. Tanggung Jawab PT Pupuk Indonesia Logistik sebagai Shipowner
PT Pupuk Indonesia Logistik sebagai pemilik kapal (shipowner)
tetap memiliki tanggung jawab hukum atas insiden yang terjadi saat
manuver sandar kapal. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui
penghentian sementara proses sandar, pemeriksaan lambung kapal,
pelaksanaan underwater survey, serta koordinasi dengan pihak terminal dan
otoritas pelabuhan. Tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan KUHD dan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengenai
kewajiban perusahaan angkutan laut dalam menjamin keselamatan dan
keamanan pelayaran.
2. Mekanisme Pembatasan Tanggung Jawab
Pembatasan tanggung jawab dalam insiden ini dilakukan melalui
mekanisme administratif dan teknis, seperti penyusunan incident report,
identifikasi kerusakan, koordinasi dengan pihak terkait, dan evaluasi
internal. Dalam hukum maritim, pembatasan tanggung jawab tidak
menghapus kewajiban hukum perusahaan terhadap kerugian akibat insiden

pelayaran.
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3. Kewajiban PT Pupuk Indonesia Logistik sebagai Pengangkut
Sebagai pengangkut, PT Pupuk Indonesia Logistik berkewajiban
menyediakan kapal laik laut dan menjamin keselamatan pelayaran. Setelah
insiden terjadi, perusahaan melakukan pemeriksaan lambung kapal,
underwater survey, dan memastikan tidak ada kebocoran muatan sebelum
operasional dilanjutkan. Tindakan tersebut menunjukkan penerapan prinsip

due diligence dalam pelaksanaan kewajiban pengangkut.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam
memahami hasil penelitian yang telah dilakukan. Pertama, data yang digunakan
dalam penelitian ini terbatas pada dokumen internal perusahaan dokumen
progres penanganan insiden benturan MT Salmon Mustafa dengan Jetty
Dolphin IBL di Pelabuhan Gresik . Peneliti tidak terlibat secara langsung dalam
proses penyelesaian insiden tersebut karena pada saat penelitian peneliti hanya
berstatus sebagai taruna atau peserta magang di PT Pupuk Indonesia Logistik
(PILOG), sehingga analisis mengenai tanggung jawab hukum perusahaan
dilakukan berdasarkan dokumen yang tersedia serta informasi dari pihak terkait.
Kedua, pengumpulan data dalam penelitian ini juga terbatas pada wawancara
dengan empat orang narasumber yang memiliki keterkaitan dengan insiden
tersebut. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tanggung jawab hukum
pengangkut dalam penelitian ini masih terbatas pada data yang diperoleh dalam
penelitian ini dan belum mencakup seluruh aspek yang mungkin muncul dalam

proses penyelesaian hukum secara lebih luas.
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C. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian mengenai insiden benturan MT
Salmon Mustafa dengan Jetty Dolphin IBL, maka peneliti memberikan saran

sebagai berikut:

1. PT Pupuk Indonesia Logistik diharapkan dapat meningkatkan pengawasan
dan koordinasi operasional pada saat proses manuver sandar kapal, baik
antara nahkoda, awak kapal, pandu, maupun pihak terminal. Selain itu,
perusahaan perlu terus meningkatkan penerapan prosedur keselamatan
pelayaran guna meminimalkan risiko terjadinya insiden yang dapat
menyebabkan kerusakan fasilitas pelabuhan.

2. PT Pupuk Indonesia Logistik diharapkan dapat memperkuat mekanisme
penanganan insiden melalui penyusunan dokumentasi kejadian yang lebih
sistematis, evaluasi internal secara berkala, serta koordinasi yang efektif
dengan pihak terminal, surveyor, dan otoritas pelabuhan. Hal tersebut
penting untuk mendukung proses pertanggungjawaban dan penyelesaian
kerugian sesuai ketentuan hukum pelayaran.

3. PT Pupuk Indonesia Logistik diharapkan terus meningkatkan penerapan
prinsip due diligence melalui pemeriksaan kelaiklautan kapal, pengawasan
kondisi teknis kapal, serta pelaksanaan pemeriksaan keselamatan secara
berkala sebelum kegiatan operasional dilakukan. Selain itu, peningkatan
kompetensi awak kapal dan kepatuhan terhadap standar keselamatan
pelayaran perlu terus dilakukan guna mencegah terjadinya insiden serupa di

masa mendatang.
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LAMPIRAN 1
Hasil Wawancara

Wawancara merupakan salah satu instrument yang dipilih oleh peneliti
untuk mengumpulkan data dari narasumber atau informan. Peneliti melakukan
wawancara dengan beberapa narasumber di PT Pupuk Indonesia Logistik yang
dianggap paling sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Berikut

merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber:

Narasumber 1

Nama : Retno Wulandari
Jabatan : Vice President Tata Kelola Manajemen Resiko PT Pupuk Indonesia
Logistik

Hasil wawancara
Mariska : Selamat siang Ibu Wulan, maaf mengganggu waktunya bu.
Ibu Wulan  : Siang Mariska, ada apa?

Mariska : Izin Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai

permasalahan yang hendak saya bahas pada skripsi saya nanti.
Ibu Wulan  : Ya silahkan Mariska.

Mariska : Berkaitan dengan kejadian MT Salmon Mustafa, bagaimana tindakan
yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) setelah

terjadinya kejadian tersebut?

Ibu Wulan  : Setelah kejadian terjadi, perusahaan segera mengambil langkah-
langkah penanganan awal dengan memastikan keselamatan awak
serta kondisi operasional kapal. Selanjutnya PILOG melakukan
koordinasi dengan pihak terkait seperti KSOP Gresik dan PT
Pelindo. Perusahaan juga melakukan penyelidikan internal serta
menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan survei bawah air kapal

guna memastikan kondisi lambung dan struktur dermaga. Selain itu,
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Ibu Wulan

Mariska

Ibu Wulan
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dilakukan pelaporan kepada manajemen pusat serta penyusunan

kronologi kejadian sebagai bahan evaluasi.

: Selanjutnya, terkait aspek hukum transportasi, apa saja bentuk

tanggung jawab PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) sebagai

pengangkut dalam kejadian tersebut?

: Sebagai pengangkut, PILOG kapal bertanggung jawab atas

keselamatan muatan dan operasional selama proses pelayaran
hingga sandar. Dalam kejadian ini, tanggung jawab yang dilakukan
meliputi pemeriksaan kondisi kapal pasca kejadian, memastikan
kegiatan bongkar muat tetap berjalan dengan aman, serta
melakukan koordinasi dengan pihak pemilik dermaga terkait
potensi kerugian. Selain itu, PILOG juga bertanggung jawab dalam

proses investigasi dan penyediaan data kepada pihak regulator.

: Lalu, bagaimana pelaksanaannya menugaskan tanggung jawab

tersebut, dan apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya?

: Pelaksanaan tanggung jawab dilakukan melalui koordinasi lintas

fungsi, baik dari sisi operasional, teknik, maupun risiko
manajemen. Secara umum, proses berjalan dengan baik karena
tidak terdapat korban jiwa dan tidak ditemukan kerusakan
signifikan pada bagian bawah kapal maupun struktur dermaga
berdasarkan hasil survei bawah air. Namun terdapat kendala dalam
hal koordinasi antar pihak serta penyesuaian jadwal operasional,
mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proses tindak

pidana.

: Dalam kaitannya dengan prinsip hukum transportasi laut, apakah

PT Pupuk Indonesia Logistik menerapkan mekanisme tindakan

tanggung jawab dalam kejadian ini, dan bagaimana penerapannya?

: Dalam praktiknya, perusahaan tetap mengacu pada ketentuan

hukum pelayaran yang berlaku, termasuk prinsip independensi
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tanggung jawab pengangkut. Mekanisme ini diterapkan melalui
perlindungan asuransi serta ketentuan kontraktual yang mengatur
batas tanggung jawab perusahaan. Namun, dalam kejadian ini,
karena tidak terdapat kerusakan besar maupun klaim yang
signifikan, maka penerapan tanggung jawab tidak menjadi isu
utama, meskipun tetap menjadi bagian dari kerangka mitigasi

risiko perusahaan.

: Terakhir, sebagai bentuk evaluasi, langkah apa yang diambil oleh

PILOG untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa

mendatang?

: Sebagai upaya pencegahan, PILOG kapal melakukan evaluasi

terhadap prosedur operasional, khususnya pada saat manuver di
area pelabuhan. Perusahaan juga meningkatkan koordinasi dengan
pithak pandu dan operator tugboat , serta memperhatikan faktor
lingkungan seperti arus laut. Selain itu, dilakukan penguatan
manajemen risiko melalui pemeliharaan standar operasional
prosedur (SOP) dan peningkatan pengawasan dalam kegiatan

sandar kapal.

: Baik Ibu, terimakasih atas waktu dan informasinya.

: Iya Mariska, sama-sama.



Narasumber 2

Nama

Jabatan

: Amelia Bianika

: Staf DPA / HSSE

Hasil Wawancara

Mariska

Ibu Amel

Mariska

Ibu Amel

Mariska

Ibu Amel

Mariska

Ibu Amel

: Selamat siang Ibu Amel, mohon maaf mengganggu waktunya, Bu.
: Siang, tidak apa-apa. Ada yang bisa dibantu?

:1zin Bu, saya ingin melakukan wawancara terkait insiden MT

Salmon Mustafa untuk keperluan skripsi saya.
: Ya, silakan.

: Terkait insiden MT Salmon Mustafa, apa saja tindakan yang
dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) setelah

kejadian tersebut?

: Setelah kejadian, tim di lapangan langsung melakukan pengecekan

kondisi kapal dan memastikan tidak ada korban jiwa. Selanjutnya
dilakukan pengamanan area sekitar kejadian agar tidak
mengganggu aktivitas pelabuhan. Dari sisi HSSE, kami juga segera
melakukan pelaporan internal serta berkoordinasi dengan pihak
terkait seperti KSOP dan Pelindo. Selain itu, kami mendampingi
proses investigasi awal dan pelaksanaan underwater survey untuk

memastikan kondisi lambung kapal dan struktur dermaga.

: Apa saja bentuk tanggung jawab PT Pupuk Indonesia Logistik

(PILOG) sebagai pengangkut dalam insiden tersebut?

: Bentuk tanggung jawab yang dilakukan antara lain memastikan

kondisi kapal tetap layak operasi setelah insiden, menjaga
keselamatan muatan, serta memastikan kegiatan bongkar muat
tetap berjalan dengan aman. Selain itu, perusahaan juga

bertanggung jawab dalam proses pelaporan kejadian, investigasi,
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serta koordinasi dengan pihak pemilik dermaga terkait

kemungkinan dampak kerusakan.

: Bagaimana pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab tersebut, dan

apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya?

: Pelaksanaan tanggung jawab dilakukan secara bertahap dan

terkoordinasi, mulai dari penanganan awal, investigasi, hingga
tindak lanjut. Dari sisi HSSE, kami fokus pada aspek keselamatan
dan pengendalian risiko selama proses berlangsung. Secara umum
pelaksanaan berjalan lancar, namun terdapat kendala seperti
kondisi arus laut saat kejadian serta koordinasi dengan berbagai
pihak yang membutuhkan waktu, terutama dalam proses

pemeriksaan teknis dan administrasi.

: Apakah PT Pupuk Indonesia Logistik menerapkan mekanisme

pembatasan tanggung jawab dalam insiden ini, dan bagaimana

penerapannya?

: Untuk mekanisme pembatasan tanggung jawab, hal tersebut

biasanya diatur oleh manajemen dan bagian hukum perusahaan,
termasuk melalui asuransi dan kontrak kerja. Dari sisi operasional,
kami lebih berfokus pada penanganan kejadian dan memastikan
seluruh prosedur keselamatan dijalankan. Namun, secara umum
perusahaan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait

pembatasan tanggung jawab pengangkut.

: Langkah apa yang diambil oleh PILOG untuk mencegah terjadinya

insiden serupa di masa mendatang?

: Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain evaluasi terhadap

prosedur manuver kapal, peningkatan koordinasi dengan pandu
dan kapal tunda, serta peningkatan pengawasan saat kapal akan
sandar. Selain itu, dilakukan juga penguatan penerapan standar

HSSE, termasuk briefing keselamatan sebelum kegiatan



Mariska

Ibu Amel

Mariska

Ibu Amel

Mariska

Ibu Amel

Mariska

Ibu Amel

93

operasional serta peningkatan kesadaran terhadap kondisi

lingkungan seperti arus dan cuaca.

: Baik Ibu Amel, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan

yang telah Ibu berikan. Informasi ini sangat membantu penelitian

saya.

: Sama-sama.

: Izin Bu, apabila saya memerlukan data tambahan atau klarifikasi,

apakah saya boleh menghubungi Ibu kembali?

: Silakan saja.

: Baik Bu, terima kasih atas bantuannya dan mohon maaf apabila

terdapat kekurangan selama wawancara berlangsung

: lya, tidak apa-apa.
: Selamat siang Bu.

: Selamat siang.



Narasumber 3

Nama

Jabatan

Nur Farida Harwin Latifah

Staft Operasional

Hasil Wawancara

Mariska

Ibu Ifa

Mariska

Ibu Ifa

Mariska

Ibu Ifa

: Selamat siang Ibu Ifa, mohon maaf mengganggu waktunya, Bu.

: Siang, tidak apa-apa. Silakan.

: Izin Bu, saya ingin melakukan wawancara terkait insiden MT

Salmon Mustafa untuk keperluan skripsi saya.

: Ya, silakan.

: Terkait insiden MT Salmon Mustafa, apa saja tindakan yang
dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) setelah

kejadian tersebut?

: Dari sisi operasional, setelah kejadian kami langsung memastikan

kondisi kapal dalam keadaan aman dan dapat dikendalikan. Kapal
kemudian tetap diarahkan untuk sandar di dermaga tujuan dengan
pengawasan ketat. Kami juga melakukan koordinasi dengan pihak
pandu, tugboat, serta pihak pelabuhan untuk memastikan proses
sandar berjalan dengan aman. Selain itu, kami menyusun laporan
kejadian secara operasional serta mendukung proses pemeriksaan

teknis, termasuk pelaksanaan underwater survey.
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: Apa saja bentuk tanggung jawab PT Pupuk Indonesia Logistik

(PILOG) sebagai pengangkut dalam insiden tersebut?

Ibu Ifa : Sebagai pengangkut, tanggung jawab kami lebih kepada
memastikan kapal tetap dalam kondisi laik operasi, muatan tetap
aman, serta kegiatan operasional tidak terganggu. Dalam kejadian
ini, kami memastikan proses bongkar muat tetap dapat dilakukan
dengan aman setelah kapal berhasil sandar. Selain itu, kami juga
mendukung pemenuhan kewajiban perusahaan dalam hal

pelaporan dan koordinasi dengan pihak terkait.

: Bagaimana pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab tersebut, dan

apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya?

: Pelaksanaan tanggung jawab dilakukan secara langsung di

lapangan dengan pengawasan operasional yang ketat. Secara
umum berjalan dengan baik karena kondisi kapal masih dapat
dikendalikan dan tidak mengalami kerusakan berat. Kendala yang
dihadapi lebih kepada faktor teknis di lapangan, seperti pengaruh
arus saat manuver serta kebutuhan koordinasi cepat dengan

berbagai pihak, termasuk pandu dan kapal tunda.

: Apakah PT Pupuk Indonesia Logistik menerapkan mekanisme

pembatasan tanggung jawab dalam insiden ini, dan bagaimana

penerapannya?
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: Untuk hal tersebut biasanya menjadi kewenangan manajemen dan

bagian hukum perusahaan. Dari sisi operasional, kami
menjalankan kegiatan sesuai prosedur dan memastikan seluruh
proses berjalan aman. Namun demikian, kami memahami bahwa
perusahaan memiliki mekanisme pembatasan tanggung jawab yang

diatur melalui asuransi dan perjanjian kerja sama.

: Langkah apa yang diambil oleh PILOG untuk mencegah terjadinya

insiden serupa di masa mendatang?

: Dari sisi operasional, langkah yang diambil antara lain

meningkatkan kehati-hatian saat manuver kapal, khususnya di area
pelabuhan dengan kondisi arus yang cukup kuat. Selain itu,
koordinasi dengan pandu dan kapal tunda juga ditingkatkan agar
pergerakan kapal lebih terkendali. Evaluasi terhadap prosedur
operasional juga dilakukan sebagai bahan perbaikan ke depan agar

kejadian serupa dapat diminimalkan.

: Baik Bu Ifa, terima kasih atas waktu dan penjelasannya, terutama

terkait kondisi operasional kapal saat kejadian.

: Sama-sama.

: Penjelasan tersebut sangat membantu saya dalam memahami

kondisi di lapangan. Apabila nantinya saya membutuhkan
tambahan informasi terkait operasional kapal, apakah saya dapat

menghubungi Ibu kembali?
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: Iya, boleh.

: Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Mohon maaf apabila ada

pertanyaan yang kurang berkenan.

: Tidak apa-apa.

: Selamat siang Bu.

: Selamat siang.



Narasumber 4

Nama : Cahya

Jabatan : PIC Pengurus Jetty IBL

Hasil Wawancara

Mariska : Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya, Pak.
Ibu Ifa : Siang, tidak apa-apa. Silakan. Gimana Mba Mariska?
Mariska : Terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia meluangkan

waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan saya Mariska Anggi N,
taruna dari PIP Semarang yang sedang menyusun skripsi mengenai
analisis tanggung jawab hukum PT Pupuk Indonesia Logistik

dalam insiden MT Salmon Mustafa di Pelabuhan Gresik.

Bapak Cahya : Iya, selamat pagi. Baik, silakan.

Mariska : Wawancara ini saya lakukan untuk memperoleh informasi
tambahan dari pihak eksternal terkait penanganan insiden tersebut,
khususnya dari sisi pengelolaan Jetty IBL. Informasi yang Bapak
sampaikan akan digunakan sebagai data penelitian dan hanya untuk

kepentingan akademis.

Bapak Cahya : Baik, tidak masalah.
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: Baik Pak, kalau begitu saya izin mulai wawancaranya. Bagaimana
tindakan yang dilakukan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG)

setelah terjadinya insiden kapal MT Salmon Mustafa?

:Setelah kejadian, pihak PT Pupuk Indonesia Logistik langsung
melakukan koordinasi dengan pihak KSOP, Pelindo, dan pihak
operasional jetty. Dari pihak perusahaan juga cukup kooperatif
dalam proses penanganan awal. Selain itu dilakukan pengecekan
kondisi dolphin dan area sekitar jetty untuk memastikan apakah
terdapat kerusakan yang mempengaruhi operasional. Selanjutnya
dilakukan rapat koordinasi bersama seluruh pihak terkait untuk

menentukan langkah tindak lanjut.

: Apa saja bentuk tanggung jawab PT Pupuk Indonesia Logistik

(PILOG) sebagai pengangkut dalam insiden tersebut?

: Bentuk tanggung jawab yang terlihat yaitu perusahaan bersedia

melakukan perbaikan terhadap fasilitas jetty yang mengalami
kerusakan akibat senggolan kapal. Selain itu, perusahaan juga
mengikuti proses administrasi dan pemeriksaan yang dilakukan
oleh KSOP. Dari hasil koordinasi, PT Pupuk Indonesia Logistik
juga menunjuk vendor untuk pelaksanaan perbaikan fasilitas yang

terdampak.

: Bagaimana pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab tersebut, dan

apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya?
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Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap karena sebelum
perbaikan dilakukan harus ada pemeriksaan kondisi struktur terlebih
dahulu, termasuk underwater survey. Secara umum koordinasi antar
pihak berjalan baik. Kendalanya lebih kepada proses teknis dan
administrasi, karena perbaikan fasilitas pelabuhan harus melalui
pengecekan keselamatan dan penyesuaian operasional agar aktivitas

bongkar muat tetap berjalan.

: Apakah PT Pupuk Indonesia Logistik menerapkan mekanisme
pembatasan tanggung jawab dalam insiden ini, dan bagaimana

penerapannya?

Bapak Cahya : Sepanjang yang saya ketahui, penyelesaian lebih difokuskan pada

Mariska

Bapak Cahya

koordinasi dan pemenuhan tanggung jawab atas kerusakan yang
terjadi. Untuk pembatasan tanggung jawab secara hukum itu
biasanya menjadi pembahasan internal perusahaan dan pihak terkait
lainnya. Namun dari sisi operasional, perusahaan tetap menunjukkan

itikad baik untuk menyelesaikan proses penanganan insiden.

: Langkah apa yang diambil oleh PILOG untuk mencegah terjadinya

insiden serupa di masa mendatang?

: Beberapa langkah yang dibahas setelah kejadian yaitu peningkatan
koordinasi saat proses sandar kapal, evaluasi prosedur pemanduan
dan manuver kapal, serta pemeriksaan kondisi alur dan area sekitar

dermaga. Selain itu, pihak terkait juga menekankan pentingnya
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kehati-hatian pandu dan nahkoda ketika melakukan manuver di area

jetty agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

: Baik Pak, terima kasih atas waktu dan informasi yang sudah Bapak
berikan. Informasi ini sangat membantu dalam proses penyusunan

penelitian saya.

: Iya, sama-sama. Semoga penelitiannya lancar.

: Amin, terima kasih Pak.
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BERITA ACARA

Pada hari senin, tanggal 31 maret 2025 pukul 10.12 LT LPG/C Salmon Mustafa
tiba di OB karang Jamuang dan berlabuh menunggu air minus. Pada pukul 15.54 LT
kapal selesai hibob jangkar dan mulai bergerak masuk alur Surabaya dengan kondisi
draft depan 9.10 meter dan draft belakang 9.20 meter. Pukul 16.48 LT pandu naik
dari Karang Jamuang station dan menjadi advice nakhoda untuk maneuvermasuk alur
Surabaya menuju Petrokimia Gresik.

Pada pukul 18.18 LT assist tugterikat di haluan KT. Jayanegara 302 dan buritan
KT. Kresna 3116. Pukul 18.29 LT kapal mendekat dermaga Petrokimia Gresik dengan
speed 3.9 knot dan mesin maju pelan sekali. Pukul 18.32 LT kapal mulai berputar
untuk proses masuk dermaga Petrokimia Gresik dengan speed 2,1 knot dan mesin
maju pelan. Pukul 18.34 LT kapal kandas terbawa arus dengan kondisi kecepatan arus
1,2 knot sampai 1,7 knot dan mesin maju setengah namun speed'tetap 0,0 knot.

Pada pukul 18.43 LT mesin mundur pelan sekali dan speed -0,3 knot. Pukul
18.44 LT mesin stop dan speed-1,2 knot kemudian pukul 18.45 LT mesin maju pelan
sekali dan speed -0,8 knot. Saat posisi mesin maju pelan sekali assist tug buritan KT.
Kresna 3116 dilepas dan pindah ke haluan untuk membantu assist fug haluan KT.
Jayanegara 302 karena haluan terlempar oleh arus dan pukul 18.45 LT terjadi
benturan dengan ujung dermaga IBL. Pukul 18.48 LT assist tug KT. Kresna 3116
pindah ke buritan sebelah kanan untuk membebaskan posisi kapal dengan dermaga
IBL.

Pukul 19.12 LT mesin maju pelan sekali dan speed 0.5 knot dan mulai menjauh
dengan dermaga IBL. Pukul 19.18 LT mesin masih maju pelan sekali dan speed 0.8
knot. Pukul 19.29 LT kapal kandas kembali dengan speed turun menjadi 0.2 dan mesin
maju pelan. Pukul 19.31 LT assist tug KT. Kresna 3116 pindah kehaluan sebelah kanan
untuk menarik agar kapal bebas dari posisi kandas. Pukul 19.49 LT haluan mulai
bergerak dan mesin maju pelan sekali dengan speed 0,5 knot. Pukul 20.16 LT mesin
maju setengah dan speed 0,3 knot. Pukul 20.21 LT mesin maju pelan dan speed 0,7
knot dan assist tug KT. Kresna 3116 kembali ke posisi buritan sebelah kiri untuk
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melanjutkan proses sandar di dermaga Petrokima Gresik. Pukul 20.42 LT kapal selesai
sandar kanan di dermaga Petrokimia Gresik.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 31 Maret 2025
Yang membuat,

Saksi I,

!
PA
Capt. Al Syaiful Alim M.Mar
Pandu

Saksi II,

k)
Dia r Chiakim

Mualim I

1,

Suditman A
Juru Mudi Jaga
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5. Sandar Jetty Petrokimia Gresik
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LAMPIRAN 4

Tracking MT Salmon Mustafa pada Radar Electronic Chart Display and

Infromation System (ECDIS) kapal
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LAMPIRAN 5

Kondisi Jetty Dolphin IBL Gresik

Gambar 1 Gambar 2
Gambar tampak samping Gambar tampak belakang

-

Gambar 3 Gambar 4
Gambar tampak depan Gambar tampak samping
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Notulen Rapat Koordinasi tindak lanjut insiden dengan pihak KSOP Gresik dan

.

PELINDO

NOTULEN RAPAT
Nomor : UM004/ o/ /0 IKSOP Gek-2025

DASAR

3

Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Sebagaimana felah drubah
Dengan Undang Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Undang
Undang Nomer 17 Tahun 2008;

.mm»muummsmmmnnm

Pemerintah Nomer 61 Tahun 2009 lentang

Peraturan Pemerintsh Nomaor 5 Tahun 2010 tentang Kmvbul-l

Peraturan Mentesi Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan
Penundaan Kapal;

Peraturan Menteni Perhubungan Nomor 25 Tabun 2011 lentang Sarana Banty Navigasi

Pelayaran,
Parnturan Menbari Perhwubungan Nomor 120 Tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut
dan Bangunan danfatsy Inslatssi & Perairan Sebagaimana telah dubah dengan Peraturan
Menten Perhubungan Nomor 40 Tahun 2021;

. Peraturan Manter Perhubungan Nomer 28 Tabwun 2022 tentang Tata Cera Penarbitan Surat

Persetujuan Berayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan;

. Paraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 06 Tahum 2020 tentang Tata Cara Pemerikssan Kecelskaan

Kapal,

Keputusan Mensteri Perwbungan Nomor KP 455 Tahun 2016 tentang Penetapan Alur
Palayaran, Sistem Rule, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan
Kepentinganya di Alur Pelayaran Barat Surabaya;

Surat Kepata Kanlor Kesyahbandaran dan Olorkas Pelabuhan Kelas It Gresik Nomor :
UM 0062/20/SOP.Gsk/2025 tanggal 1 April 2025 Hal Undangan,

Pelaksanaan Rapat

Harl . Rabu

Tanggal L 2Apni 2025

Pukul . 10.00 W8

Tempat . Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1l Greslk

Acara ¢ Koordinasi dan Tindak Lenjut Insiden MT.SALMON MUSTOFA
menyenggol Dolphin Dermaga Intemational Bulk Liquid PT. Pelindo
Multi Terminal

Pimpinan Rapat - Kepala Kantor KSOP Kelas |l Gresik

Peserta Rapat  :  Daftar hadi (ferlsmpir)

Pembahasan Rapat

1

2,

KSOP Kelas 1l Gresik mernbuka rapat dengan manyampalkan beberapa hal

a. Kondisi kecolakaan yang mengakbatkan kerusakan pada faspel PT. Pelindo Mulli
Terminal;

b. Akan diskukan survel bersama (undeswater survey) unfuk mengetabul kondsi
darmaga dan kelaiklautan kapal sebelum kapsal bevayar,

c. Penyelesaian administrasi ganti rugi terhadep kerusakan Faspel PT Pelindo Muit
Terminal yang diakibatian senggolan oleh kapal MT.SALMON MUSTOFA;

d. Dalam rangka menjamin kemanan dan kesslamatan pelayaran khususiya di area
dermaga umum , maka disarandan agar PT, Pﬁndo(P«uro)mMMan
Kotam dan Akir dl area dermaga umum Pelabuhan Gresik.

PT. Pupuk Indonesia Logslik menyampakan :

a Bahwa terkat kondisi kapal akan dilaksanakan survey oleh Klas Bureau Veras (BV).

b, Untuk perbakan dasi jetly yang rusak akan dilaksanakan oleh vendor yang citunjek
oleh PT, Pupuk Indonesia Logistik;

< Miuﬂ,ﬂ[%/r‘/



¢ Kondsl Kapal MT.SALMON MUSTOFA dinyatahan aman dan dapat dilakukan
"

- PY. Petrokinva Grosk menyampaikan
Menghuti arahan dart KSOP Gresik dan keglatan bongkar amonkak betlangsung dengan
aman

. PT. Pelindo Multl Terminal menyampaikan:

a Bahwa apresiaal kepada KSOP Groaik yang telah memediasi terhadap korusakan faspel
PY. Pelingdo Multi Terminal dan tormakasih juga kepada pihak yang telah bertanggung
M(N‘ Pupuk Indonesia Logistik) mmmwmumwwr Pelindo

b, Wm petbaikan ddakukan segera mengingat untuk mendukung pelayanan
bonghar mual yang ada di Dermaga lersobut,

¢ Akan mongajukan usulan Porawatan Kolam dan Alur di area dormaga umum Pelabuhan
Grosi.

. Senwor Manajer wilayah 11 PT, Pelindo Jasa Martim monyampaikan:

a Bahwa akan menindaklanjull secara administrasi setalah BAP darl KSOP Gresik dan
akan diterushan hepada pimpinan terkait progres kejadian nl;

b. Menjatankan SOP dan Jobih borhati-hati terkait olah gerak kapal,

Kasi KBPP menyampakan:

a Bahwa menyesuakan SOP terhadap hecelakaan kapal akan dilakukan BAPP terhadap
Nakhoda dan Pandu;

b Untuk menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran agar PT. Pelindo (Persero)
molakukan pengerukan karena sedimentast yang tinggl di lokasi torsebut.

. Dwektur keagonan PT.Umba Perdana Maritim menyampakan:
Akan mengikuti segala prosedur terhadap hasil dari kesopakatan rapatl.

L Pandu 131 menyampakan:
Akan mengihuti segala prosedur dan borsedia membenkan keterangan untuk diakukan
Berita Acara Pemerksaan Pendahuluan (BAPP),

. Pemankza Kecelakaan kapal menyampakan
a. Agar menghuti prosedur techadap kecelakaan kapal,

b Nakhoda MT SALMON MUSTOFA dan Agen PT.Umbu Pordana Maritim agar membuat
laporan Kecelakaan kapal socara tertulis kopada KSOP Grosik;

cmmmw JPandu dan agen PT.Umbu Perdana Maritim diharapkan akan mengikuti
Proses -

10. Penyidik Pegawal Negen Sipil

monyampaikan
a. Analisa awal kejadsan inl tdak ditemukan adanya unsur Pidana Pelayaran, karena pada
tahapan-tahapan sandar telah dilalul oleh MT.SALMON MUSTOFA,
b. Terkait Pelaporan Kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Pihak agen pada tanggal
Apiil 2025 dakam bentuk Berita Acara Kejaduan,

11, Nakhoda MT.SALMON MUSTOFA meayampaikan |

Akan mengikuti segala prosadur dan bersedia membeckan keterangan untuk dilakukan
Berita Acara Pemenksaan Pendahuluan (BAPP),

éfl b g/ 7
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1 Seluruh pesorda capat mempepaball bahwa hoselamaten don koamansn pelayaran menjed

1anguing jawab borsmna
Anan dabadnn murved beesama (undecwator sutvey) tnhik mengetahul kondsl dermmaga
dan kol bvitan hapad sebokan bovkayar,

1 PY. Pupud Indonesla Logiaik sepenulirya alas lodadnya kenssakan

w =

bertangpungjawaby

pada dolpin deemaga Intomational Dulk Uquid sertn skan ddaksanakon underwaier survey
tormasuk pechadkan dolpin dan catwak yang rusak oleh vendor yang deunjuic
Divacsghnn Pasdu yang bokora ol wiliyuh Aur Pelingaran Baent Surabaya sgw letzh
berhati-hat delam mefaksanakan lupas sosual ketenluon dan SOP yang berlaku;

. PT, Pelaedo Mulll Terminet Cabang Greak akan mengajekan usutan Pesorwaton Kolam can
Aur di son Dermaga umum Pelabuban Grosk kepada Eksekut! Dwekiur Regional 3
PT. Polingo (Persoro).

Peeutup
Demikian tisaloh enpad Ini diteal unhuk digunakon sebagal mana messinya

VI. Pesacta Rapat
NO NAMA INSTANSI JABATAN | TANDA TANGAN |
1. | Capt Mochamad Fimawan | KSOP Grosk mm_—‘w
2. | Capt. Agus Suhartyama PT Pupuk VP Operasi ,:_,_,;T
Indonasia \
3. | Adwin Setyswun Pt%m AVP Oporasicnal | 3. 7
4. | Knenawon Eko Arani Sub Rog Jawa Manager - (]
Peoindo B3 Parencanaan dan /%
| _Pengendalion | ! =
5. P.lndoli;" Eeanch Manage q_
€. | Capl. Syamiul NMaan( % mum;gu 7 8
Yodi Acdiansyah - Umbs Stal Opesusional 7;@"
PerdanaMactin |
& | Capl Ahmad Syafd Alm | Peindo Jssa | Pandu Utama TG, oy
Martim | Persk Call Sign 131
5. | Capl Hadl Winolo PT. Pupuk | Nakhoda MT Ssimon | 9
Indonesia Mesiota )
10 | Capt Syamsul Asfin m%%'_ﬂﬂhm BB € Y
1. | Ahmad Zunai KSOP Geesk | Ponyidix Pogawsi 7'4‘*
12, | Apri Nuriansyah KSOP Geesik | Nakhoda KN P 365 m
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LAMPIRAN 7
Laporan update MT Salmon Mustafa ke Direktur Utama PT Pupuk Indonesia

(Persero)

Jakarta, 02 Aprd 2025

Nomor L OA09UKK DPET/ 2025

Lampiran © o 1{Sstu) Berkas

Porinal . Laporan Update MT Sabmon Mustafa di Gresik
Kepada Yih,

Direktur Utama

PT Pupnk Indonesia (Perserc)

D tempet

Dengan hommat,

Bersams il ki nformaskan bahwa pads tanggsl 31 Maret 2025 pubul 11,12 Loca! Thme (LT), MT
Samon Mustafs (MT SM) yang membans muatan Ammone ssbanyak 13236 MTon merperempet
Dermaga Intemational Buk Liquid (JBL) Pefatuhan Gresk yang dkelola PT Polindo Muti Terminal
kirena bapal laest pada saat melaiuian e gerak uniuk proses sandar ke ety PT Petrokinia Gresk
s=hingge kapal mengalamt sacdiot deformast pada ambung tagean kin sektar 3 meter.

Pada saat melakuian dah gerak kapal teish ddampingl pandu dan menggunaiGn fislitas kaped tunda
=ebagamana sturan yang berbsky, Tidak ada korban s atau uka-uka pada selurub awak kapal

Kapal dperbolehban bongkar okeh Kanlor Kesyahbandaran dan Otoritss Pelsbutan (KSOP) Gresk
dengan memperbatican kondis kapa! yang masth balk dan nahkods MT SM membuast permmystasan kapal
aman untuk kegatan wxnadig muatan. Pada tanggal 01 Aped 2025 puld 13.54 LT muai diakulan

LG ruatan.

KSOP Gresik memanggi phakplak terkat pada tanggal 02 Apnl 2025 antara @in PT Rlg, PT
Potrokima Gresik, Nahknda NT Salmon Mustata, Agen Pelaaran PT Umbu Perdana Nartim,  PT
Peindo Juss Martim, dan PT Pelindo Mull Terminal Gresk unliuk mengdentfikas masalah dan
menentukan solus dampak insden dengan hasil sehaga berfcut:
o Aralsa awal kefadan inl tdak diteeskan adanya unsur pidana pelryaran, karena tahapan-
tahapan sander telsh dislul cleh MT Sakmon Mustafs.

Thendd Office
FITPUPUN INDONESLA LOGISTIN
Codaeg Proes W01, Lasmi 2 & ¢
Jaker Letend S Parzaa Kav 101
Jacema Toeat 11440 ladoscua
Telp : +62 21 2305 1581 - K3
Fox: o062 20 2% 1904
S . e—
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L) PUPUK
PUPUK INDONESIA >

{ Lo0GISTIx “@® INDONESIA
PC CROUS,

« PT Petrokimia Gresik menyampalkan mengkuti arahan dari KSOP Gresik dan kegiatan bongkar
Ammonis berlangsung dengan aman.

«  Akan dilakukan survey bersama (wndenwatar survey) untuk mengetahul kondisl dermaga dan
kelaklautan kapat sebelum kapal bedayar,

« PY Pupuk Indonesia Logistic bertanggungiawab sepenuhnya atas terjadinga kerusskan pada
dolphin dermaga 1BL serta akan diaksanakan wnderwader survey termasuk perbalkan dojhw
dan catwalk yang nsak oleh vendor yang di tunjuk,

Kerusakan dermags dapat dikisimian ke asurarsi dengan owner sk sebesar USS 5.000. Terlampir
kami sertakan foto kondisi kapal dan dermaga 1BL Pelindo Gresik.

Demikian informasd yang dapet disampaikan, atas perhatian Bapak divcapkan terima kasih. Apabila
terdapat update mengenai hal ini akan kami informaskan lebih lanjut.

Hormat kamy,

A

Zulyan Imansyah
Direktur Ltama

Tembusan:
- Yth Cirektur Utama PT Petrokimia Gresik
. m

Daotwrren b ek darebdangerd secara edtiond mnganatan satiBhat vohiond paryg Srsa®hbad Valdaw depel S rratek s scan
OR Coke

Head Ofce :

FT PUPUK INDONESIA LOGISTIK
Crechang Poan 104, Larswi 2 % 3

Jalan Letperd § Parman Kav 101,
Jakacts Bare | 14400, Indonenia

Telp: 462 2) 2263 183 - %3

Fax : +62 21 2256 1904
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LAMPIRAN 8
Rapat koordinasi progress kompartemen operasi dan pemeliharaan beserta

departemen keuangan dan pengadaan

NOTULEN RAPAT
. Nomor : -
Harl 1 Jumat, 04 April 2025
Waktu ¢ Pukul 14.00 - selesai Lembar
Tempat Rapat : Zoom Mesting Pagelof 2

Hal/Subject : Progress UWS M7 Saimon Mustafo & Dolphin IBL Gresk
Pirginan Rapat : Direktur Operasional

Pessrta Rapat - 1. SVP Operaw dan Pemelibaraan : Sapto
2. PIS. VP Pengadaan - Samsu
3. VP Operasi : Agus
4, PGS. VP Pemetharaan ; Asep
5, Staf Operasi : Bima, Bagus, Vanie
6. Stol Pemneliharaan | Ifa, Mekisa, Wiidan
7. Staf Pengadaan - Bintang
8. Staf Kwansan : Afen

Mustafa dan Dolphin IBL Gresik, berikut ringkasan dari poin-pain rapat sebagai berikut

1. Proses pengadaan jasa menunggu penawaran resmi untuk undenvaler sunvey dermaga dan PT
Sarana Inspect Indonesia, Penawaran dari PT Fabila Teknik Sejabtera sudah lengkap, dan
butuh persiapan sehari untuk kemudian melaksanakan underwater sunvey.

2. Darl Dermaga, Step yang perlu dilakukan untuk klaim asuransi :

- Diperiukan foto dan video kerusakan, serta berapa estimasi kerugan yang ditimbulkan

- Diperlukan surat tuntutan darl dermaga terkat permintaan perbalkan dermaga agar dapat
segera di lakukan.

- Dokumen-dokumen administrasl untuk proses Klalm asurans! periu dipersiapkan

- Vendor yang melakukan underwater suvey merupakan perusahaan yang kompeten, yang
telah memiliki izin untuk melakukan pekerjaan wdarwater survey dan memilki frack record
yang balk d pekerjaan- pekerjaan sebelumnya.

- Setelah pemenang vendor wndevwater suvey ditnjuk  dan  ditetapkan  rencana
pelaksanaarnya, PILOG bersurat ke KSOP dan Pelindo.

3. Jika underwater survey kapal sudah sedesal, harus komunikasi dengan KSOP untuk kanfrimas
kelaiklautan, Diusabakan hasil aporan dapat rilis maksmal 3 hari setelah pelaksanaan dan
dicantumkan datam Kauwsal pengadaan,

4. Pemenang dan surat perintah mulai kerja (SPMK) besck harus sudah dikeluarkan, serta
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NOTULEN RAPAT
i Nomor : -
Hari ¢ Jumat, 04 April 2025
Waktu ¢ Pukul 14.00 - selesai Lembar
Tempat Rapat ¢ Zoom Meeting Page 2 of 2

Hal/Subject : Progress UWS MT Salmon Mustofa & Dolphin IBL Gresik
Pimpinan Rapat : Direktur Operasional

Peserta Rapat : 1. SVP Operasi dan Pemeliharaan : Sapto
2. PJS. VP Pengadaan : Samsu
3. VP Operasi : Agus
4. PGS. VP Pemeliharaan : Asep
5. Staf Operasi : Bimo, Bagus, Vanie
6. Staf Pemeliharaan : Ifa, Melisa, Wildan
7. Staf Pengadaan : Bintang
8. Staf Keuangan : Alfen

dipastikan kembali untuk tanggal ketersediaan mulai kerja dari vendor tersebut agar dapat
selesai secepat mungkin.

5. Anggaran underwater survey dimohon untuk dipersiapkan demi kelancaran penerbitan laporan
underwater survey tersebut.
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LAMPIRAN 9
Undangan pemaparan materi underwater survey oleh PT Fabila Teknik (vendor)

dan PILOG ke KSOP

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS Il GRESIK

Jobin Yoo Sudeews e, 26 Guaslk. | TWiw [ Saeoandns Gresk R e
ey Thrar - 21174 Emal  Dcp_geekBraptu goid ::'."..,"'“ ,ﬁ'mm}

Nomor UM 207/4/7/KSOP Gski2025 Gresik, 7 Apal 2025
Klasfiasi -

Lampiran -

Hal - Undangan

Yth.  Daftar Nama Terdampr

Menindakianjuli sural SVP Cperasi & Pemeliharaan PT Pupuk Indonesia Logistik
nomor G4 14/IIPA/DP2IETI2025 tenggal 5 Apri 2025 penhal Pelaksanaan Uinder Water
Survey

Sehubungan hal tersebut diatss, bersama ini kami mengundang kehadran
BapakibwSaudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada;

Har/Tanggal Rabu, 8 Apnl 2025

Waktu 09.30 WIB =.d salesai

Tempat Ruang Rapal Kantor KSOP Kelas I Gresik

Agenda Pemaparan Materi Oleh PT Pupuk Indonesia Logistik dan
PT Fabila Teknk

Pimpinan Rapat Kepala Kantor KSOP Kelas |l Gresik

Demikian disampaikan. atas perhabian dan kebadwannnya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

R H A

HOTMAN SIAGIAN © SIT, S8, WM

NIP. 197711182002121002
Tembusan

1. Dwektur Jendaral Perhubungan Laut.
2 Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laul

'd L'... [ " Vs e ey o Bt Bor TR i BB e e
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LAMPIRAN 10
Surat PELINDO mengenai permintaan perbaikan segera dan paparan metodologi
pekerjaan perbaikan tersebut

p PELINDO

MULTI TERMINAL

Nomaor - PP.03.01/8/4/1/BGRSIBGRS/GSIK-25 Gresik, 08 April 2025
Lamperan -2
Perhal Tindak Lanjut Insiden MT.SALMON MUSTOFA

Menyenggol Dolphin Dermaga international Bulk Liquid
(IBL) di PT Pelindo Multi Terminal - Branch Gresik

Kepada Yth, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Logistik (Persero)
Gedung Pusri 101, Lantai 2 & 3 Jalan. Letjend S, Parman Kav 101

di

Jakarta Barat

1. Menunjuk -
a. Notulen Rapat Nomor UM.004/01/10/KSOP Gsk-2025 sanggal 02 April 2025 penhal Koordnasi dan Tindak
Lanjut Insiden MT.SALMON MUSTOFA menyenggol Doighin Dermaga International Buk Liquid PT. Pelindo
Multi Terminal dan
b, Surat dari SVP Operasi & Pemeliharaan PT Pupuk Indonesia Logistik (Persero) Nomer
0412/IIPA/DPET/2025 tanggal 05 Apnil 2025 perihal Pelaksanaan Underwater Survey
2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, dimochonkan kepada PT. Pupuk Indonesia Logistik (Persero) untuk segera
melaksanakan kegiatan perbaikan sesuai dengan isi Notulen Rapat dimaksud karena fasilitas mooring dofphin
tersebut memiliki peran penting dalam keselamatan dan & an kera (K3) tendama pada pelayanan
kegiatan tambatan kapal di dermaga International Bulk Liquid (IBL), Pelabuhan Gresik
3. Sehubungan hal tersebut, masih periu dipastikan secara detal terhadap kerusakan yang sudah ditmbulkan dan
inskden tersebut yang salah satunya melalul underwater swvey dan program simulasi untuk mengetahul
kebutuhan dari perbaikan dimaksud. Sebagai tambahan jka Tim dari PT Pupuk Indonesia Logstik (Persero)
membutuhkan data dukungan dan pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan perbakan nantinya maka mohon
untuk melakukan paparan perihal metodologi peker@an perbaikannya dengan melaporkan / bersurat kepad
Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal - Branch Gresik dan Executive Director PT Pelabuhan Indonesia
(Persero) Regional 3;
4. Demikian disampaikan, atas p @an dan kerjasamarnya diucapkan terima kasih

DIREKSI PT PELINDO MULTI TERMINAL
BRANCH GRESIK

BRANCH MANAGER GRESIK

NiP. 101661

pelindomultiterminal.co id
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LAMPIRAN 11
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pengadaan jasa underwater survey
dermaga IBL
b b U P UK
sate =l
No : [N
REV :

Jakarta, 05 April 2025

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor

U.140/B.003/AU/PO/1V/2025

Dengan ini diperintahkan kepada :

PT Fabila Teknik Sejahtera
Head Office :

JI. Asem Baris Raya, Ruko Selmis No. 52 G, Tebet

Jakarta 12810

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan Pengadaan barang/jasa Pupuk Indonesia Logistik
sebagai mana tertera sebagai berikut :

1

a b wN

o

Keterangan Pengadaan

Pengadaan di Peruntukkan :

Quotation
Emergency Form
Harga Kesepakatan
Terbilang

Inconterm
Alamat Tujuan

Pengadaan Jasa Underwater Survey Dermaga IBL Gresik,
Mob Demob Personil & Equipment, Accomodation and
Meals, Permit, Report.

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK
011/QT-FTSSDA/UWS/IV/2025

IDR 150,000,000.00 (Include PPh, Exclude PPN)
Seratus Lima Puluh Juta

DAP
Dermaga IBL Gresik

Ketentuan maupun syarat lebih rinci dan lengkap akan dicantumkan dalam Order Kerja
/Purchase Order (PO)/Surat Perjanjian/Kontrak

Note :

- Harga belum termasuk PPN
- Lokasi pada Dermaga IBL di Gresik Jawa Timur

- Lama Pekerjaan 3 Hari

- Untuk Term Of Payment 2 Termin :
50 % Saat Pekerjaan 100 % dan Invoice diterima dengan baik dan benar
50% 14 Hari setelah Invoice diterima dengan baik dan benar

SPMK ini diterbitkan sementara menunggu penyelesaian Order Kerja/Purchase Order (PO)/Surat
Perjanjian/Kontrak kerja antara PT Pupuk Indonesia Logistik dengan Perusahaan yang terbit
berdasarkan SPMK ini, dimana secara rinci diatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab kedua
belah pihak.

Demikian SPMK ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) untuk masing - masing pihak, agar
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima perintah Yang memberi perintah

PT Fabila Teknik Sejahtera PT Pup

uk Indonesia Logistik

PIt. VP Pengadaan
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Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pengadaan jasa underwater survey MT

Salmon Musata

© PUPUKINDONESIA
4 LOGISTIK
(PIHC Group)

Jakarta, 05 April 2025

@)
PUPUK
INDONESIA

No : [NEESNN

REV

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor

U.139/B.003/AU/PO/IV/2025

Dengan ini diperintahkan kepada :

PT Fabila Teknik Sejahtera
Head Office :

JI. Asem Baris Raya, Ruko Selmis No. 52 G, Tebet

Jakarta 12810

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan Pengadaan barang/jasa Pupuk Indonesia Logistik
sebagai mana tertera sebagai berikut :

1

ah N

[}

Keterangan Pengadaan

Pengadaan di Peruntukkan :

Quotation
Emergency Form
Harga Kesepakatan
Terbilang

Inconterm
Alamat Tujuan

Pengadaan Jasa Underwater Survey MT Salmon Mustafa,
Mob Demob Personil & Equipment, Accomodation and
Meals, Permit, Report.

MT SALMON MUSTAFA

011/QT-FTSSDA/UWS/IV/2025

IDR 70,000,000.00 (Include PPh, Exclude PPN)
Tujuh Puluh Juta

DAP
On Board MT Salmon Mustafa

Ketentuan maupun syarat lebih rinci dan lengkap akan dicantumkan dalam Order Kerja
/Purchase Order (PO)/Surat Perjanjian/Kontrak

Note :

- Harga belum termasuk PPN
- On Board MT Salmon Mustafa di Gresik Jawa Timur

- Lama Pekerjaan 1 Hari

- Untuk Term Of Payment 2 Termin :
50 % Saat Pekerjaan 100 % dan Invoice diterima dengan baik dan benar
50% 14 Hari setelah Invoice diterima dengan baik dan benar

SPMK ini diterbitkan sementara menunggu penyelesaian Order Kerja/Purchase Order (PO)/Surat
Perjanjian/Kontrak kerja antara PT Pupuk Indonesia Logistik dengan Perusahaan yang terbit
berdasarkan SPMK ini, dimana secara rinci diatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab kedua
belah pihak.

Demikian SPMK ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) untuk masing - masing pihak, agar
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima perintah Yang memberi perintah

PT Fabila Teknik Sejahtera

PT Pupuk Indonesia Logistik

PIt. VP Pengadaan
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LAMPIRAN 13
Underwater Survey Checklist MT Salmon Mustafa

A PLAUARIE VNI INSPRCTION & waca g g
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LAMPIRAN 14
Pelaksanaan pengecekan Jetty IBL
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LAMPIRAN 15
Surat Permintaan Daftar Referensi Vendor Perbaikan Atas Kerusakan Dolphin
IBL
e A
6, ronconen, @ niouthis
\V'/ (Pic GROUR) | A
Jakarta, 17 April 2025
Nomor © 0453//PK/DP2/ET/2025
Lampiran ;1 (satu) Berkas
Perihal : Permintaan Daftar Referensi Vendor Perbaikan Atas

Kerusakan Dolphin Dermaga International Bulk Liquid
(IBL) di PT Pelindo Multi Terminal - Branch Gresik

Kepada Yth,

Branch Manager

PT Pelindo Multi Terminal Branch Gresik
Di tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat nomor 0432/1/PK/DP2/ET/2025 perihal Surat Pernyataan Tindak Lanjut
Insiden MT. Salmon Mustafa Menyenggol Dolphin Dermaga International Bulk Liquid (IBL) di
PT Pelindo Multi Terminal - Branch Gresik, terkait hal tersebut mohon dapat diberikan daftar
referensi vendor yang direkomendasi oleh Pelindo Branch Gresik serta hal - hal teknis untuk
perbaikan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh insiden tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

7 i
= 5
pto Adi

SVP Operasi dan Pemeliharaan

Tembusan:
- Yth Direktur Operasional PT Pupuk Indonesia Logistik
- Arsip

Head Office :

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK

Gedung Pusri 101, Lantai 2 & 3

Jalan, Letjend S. Parman Kav 101,

Jakarta Barat 11440, Indonesia

Telp : +62 21 2263 1881 - 83

Fax : +62 21 2256 1904
O
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LAMPIRAN 16
Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber
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Narasumber 3
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LAMPIRAN 17
Dokumentasi dengan pegawai PT Pupuk Indonesia Logistik
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